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BAB |

- ) PENDAHULUAN
g g ;‘Pada bab ini penulis akan membahas pendahuluan yang berisikan latar belakang
$mg§aléh, yaitu alasan penulis menentukan judul dan topik permasalahan untuk diteliti. Selain

q

ueibe

t paQa bab ini penulis membahas fenomena yang menjadi landasan untuk merumuskan

1e

&n 1bufpun

masalah. Selanjutnya identifikasi masalah, merangkum permasalahan yang timbul dari topik

9s nhe

eIiﬁan. Kemudian adalah batasan masalah, berisikan pertanyaan yang dikaitkan

ViaSl)
punSpuep

b

23

das;urkan identifikasi masalah yang dipilih oleh penulis.

:;‘Setelah itu adalah batasan penelitian, yaitu kriteria yang dipergunakan untuk

“merealisasikan penelitian dan pertimbangan karena keterbatasan waktu dan dana. Kemudian

Q

uel 1ul sin) eAJey

oWl

2adalahj rumusan masalah, meliputi ruang lingkup masalah yang akan diteliti secara lebih

3 .
— .
c

Slanjut dan konsisten dalam bentuk kalimat pertanyaan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian,

=
Q

gyaitu sesuatu yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian. Yang terakhir manfaat

-]

%peneliﬂan, adalah uraian mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait

gaAu

cdengan-penelitian.

4

. Latar Belakang Masalah

?JSQL%WS ue

@Pemerintah Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan
infrastfuktur. Infrastruktur yang dibangun oleh Pemerintah Indonesia adalah infrastruktur
yang ferkait dengan transportasi, sumber daya manusia, dan fasilitas dunia usaha. Dalam
melak@kan pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah memerlukan dana yang tidak
sedikit;.*Sumber pendapatan negara yakni antara lain bersumber dari pajak, retribusi, serta
laba I%JMN. Pendapatan negara dari sektor pajak mengambil bagian yang sangat besar

dalampependanaan pembangunan nasional. Penerimaan pajak menjadi sumber utama

= 1
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pendapatan negara. Selain untuk pembangunan infrasturktur negara, dengan dikeluarkannya
pajak @kan dapat membantu meringankan biaya pembangunan dan dapat mensejahterakan

—_

trakyaHndonesia dalam aspek pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

*Menurut Adriani (2018), pajak ialah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat

nbuaw buede
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dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan
num Z(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat

njuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

1e&e|ﬁeq_§s dn

IBLETPU!

b

oS ne

ubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Undang-

ang No. 28 Tahun 2007, Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan

nan)
purg_[ﬁuepﬁ

gdang—Undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat timbal balik secara

1N} E/{J ey

‘glangsung dan dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan Negara bagi demi

gkeseja!;;eraan rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan

o

w e

opembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Wajib pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu wajib pajak

ueywniued

Spribadi dan wajib pajak badan. Bagi wajib pajak, pajak adalah perwujudan pengabdian dan

w u

Pperan=untuk berkontribusi pada peningkatkan pembangunan nasional. Pajak sebagali

D

gkontril;:usi yang bersifat wajib bagi seluruh wajib pajak untuk dibayarkan kepada negara,

Q
)

)

gbaik V\;ajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan. Pajak yang dikenakan atas pendapatan
%)yang diterima oleh wajib pajak. Undang — undang telah mengatur sistem pemungutan pajak
dan seitiap wajib pajak memiliki ketentuan yang berbeda-beda sesuai atas penghasilan wajib

pajak:

Pemerintah dan wajib pajak memiliki kepentingan yang berbeda. Jika dilihat dari

sudutZpandang pemerintah, penerimaan pajak dimanfaatkan sebagai penghasilan negara

yang ®ialokasikan dalam rangka membangun infrastruktur dan mensejahterakan rakyat.
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Sedangkan bagi wajib pajak menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin agar nilai

beban~pajak tidak terlalu besar, karena bagi wajib pajak pembayaran beban pajak

gmenguyangi penghasilan atau pendapatan sehingga mengurangi keuntungan yang diperoleh

éperusahaan.

3z f

g g Dalam sudut pandang perusahaan, apabila jumlah beban pajak yang dibayarkan
§mgmlllk| nilai yang tidak sesuai atau bahkan jumlahnya terlalu besar akan merugikan untuk
%p@usahaan Jika beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan semakin tinggi maka

akify besar pula pengeluaran perusahaan yang ditanggung oleh perusahaan. Serta

Jnjag ney
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ungkinan wajib pajak melalaikan kewajibannya membayar pajak, dengan melakukan

eAley

E8epu

penghindaran pajak baik secara legal ataupun ilegal.

2Penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk menghindari

uej 1u1 siny

‘Tpajak secara sah yang dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Penghindaran pajak

oWl

3,

cini dapat dikatakan persoalan yang kompleks dan unik dikarenakan dari satu sisi

3
—

édiperbolehkan, namun tidak diinginkan untuk terjadi. Penghindaran pajak secara literal tidak

Q
]

gmelakukan pelanggaran terhadap hukum, tetapi semua pihak sepakat bahwa pengindaran

-]

3
“pajakzsecara praktik tidak bisa diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak memiliki

goA

Sdampék secara langsung pada berkurangnya pendapatan dari sektor pajak, yang

uey

‘émengz;kibatkan pendapatan negara yang bersumber dari beban pajak menjadi berkurang.

qu

%)Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tentu saja telah melalui kebijakan yang

diambirl oleh pimpinan perusahaan itu sendiri.

Penghindaran pajak adalah rekayasa tax affairs yang masih tetap berada dalam
bingkat ketentuan perpajakan (Puspita, 2017). Dalam kontek pemerintahan Indonesia, telah
dibuat: berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan

tersebit misalnya terkait transfer pricing, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan
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kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyali

hubungan istimewa. Pada dasarnya, tujuan dari penghindaran pajak adalah meminimalisir

gl

;eban 5ajak tetapi tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan beban pajak
gjyang lebih kecil, akan meningkatkan laba perusahaan. Sehingga akan meningkatkan
gkeiiertarikan calon investor dengan nilai laba yang lebih besar. Hal ini yang mendorong
gb%ijsahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

%l g vSecara hukum pajak, penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak dilarang
gmécékip’un sering kali mendapat sorotan kurang baik dari kantor pajak karena dianggap

iliki konotasi negatif. Selain itu, penghindaran pajak menyebabkan negara merugi

By yndn)
u%§6ue

o

%digﬂarenakan memperkecil pendapatan negara dari sektor pajak. Hal ini dapat menyebabkan
ghegar& mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya dan menghambat

pemerintah dalam melakukan pembiayaan untuk pembangunan negara.

edue

Praktik penghindaran pajak membuat Indonesia kehilangan penerimaan pajak dalam

Berdasarkan data yang diterbitkan Tax Justice Network, akibat dari

ueyuwnijueduaw
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gpenghindaran pajak yang terjadi sepanjang tahun 2020, Indonesia mengalami kerugian yang

3
“diperkirakan bernilai hingga US$ 4,84 Miliar. Nilai ini setara dengan Rp. 68,7 Triliun jika

=)

ngaA

~dik0n\;jersikan kedalam mata uang rupiah.

Fenomena yang terjadi terkait penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan

Jagwins uey

~manufaktur adalah PT Garuda Metalindo. PT Garuda Metalindo melakukan penghindaran
pajak=dengan menggunakan modal yang diperoleh dari pinjaman untuk menghindari
pembayaran pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Pada saat itu, neraca perusahaan
menupjukan adanya peningkatan utang bank jangka pendek mencapai Rp. 200 Miliar per
Juni 2616. Nilai ini meningkat dari neraca bank per Desember 2015 yang awalnya bernilai

Rp. 48 Miliar. PT Garuda Metalindo memasukan modal sebagai utang untuk mengurangi
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beban pajak sehingga mengurangi kewajiban pajak karena perusahaan yang melakukan

pembiayiaan yang bersumber dari utang akan menimbulkan adanya biaya bunga yang akan

L

2
o
g
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-Ada banyak motivasi yang mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran

k yaitu leverage, komite audit, intensitas modal, profitabilitas, ukuran perusahaan,

qas d!%ﬁuaw buedeyg -
ieH '

punHsedi

emlllkan institusional, kompensasi rugi fiskal, dan risiko perusahaan. Leverage (struktur

uelbe

[§22)

utan ), merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan

1e

untuk memblayal aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan

9S ne

E)UBFBQ !6

am

culnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan

Jey yn
epuré

A

mmgngufangl laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar

SNl

*perusahaan akan menjadi berkurang.

“Hubungan antara leverage dengan praktek penghindaran pajak adalah perusahaan

w eduey 1u

omemakai pendanaan berasal luar (hutang) dengan tujuan untuk mencapai struktur modal
z;yang optimal. Pada teori statis, keputusan pendanaan didasarkan pada struktur modal yang

=~

Qioptimal, dengan menyeimbangkan manfaat dari penghematan pajak atas penggunaan hutang

ue

B‘terhadap biaya kebangkrutan. Berdasarkan penelitian terdahulu, menemukan bahwa
everage berpengaruh positif pada penghindaran pajak (Rosy, 2018). Namun dalam

penelitian terdahulu menemukan bahwa leverage berpengaruh negatif pada penghindaran

quins uexingaAua

pajak (Dlanl 2019).

-1

2Tugas serta fungsi komite audit adalah untuk mengawasi tata kelola perusahaan dan
mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Dewan komisaris membentuk
komitez audit sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite
audit geranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Komite audit menjadi mekanisme
monitbring yang bisa meningkatkan fungsi audit dalam pelaporan eksternal perusahaan. Para

dewaf=perusahaan memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan
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pelaporan keuangan sehingga laporan keuangan dapat dipercaya (relevant dan realialible).

Oleh Karena itu, komite audit dapat mengawasi mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas

tinformasi bagi pemilik perusahaan dan manejemen perusahaan, karena kedua belah pihak

bye.e

ersebat memiliki level informasi yang berbeda.

7Hubungan antara komite audit dengan praktek penghindaran pajak adalah hasil

s dipnbusw
dig 1eH

8

aporan=keuangan akan diperngaruhi oleh jumlah komite audit karena dengan adanya komite

Eé}ﬁeqa

ﬁgﬁun@ 1a

t maka perusahaan akan lebih transparan tentang laporan tentang laporan keuangan

erfa memastikan laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi

19S r(wnew u

<

ng berlaku Oleh karena itu, keberadaan komite audit akan menjamin terjadinya praktik

Aiex yn

p ghltldaran pajak lebih minim dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan penelitian

bubun-Biepu

erdahulu menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif pada penghindaran pajak

lursipny e

Ke2|a 2020). Namun dalam penelitian terdahulu menemukan bahwa komite audit

ugy !

w ed

berpengaruh negatif pada penghindaran pajak (Chantika, 2018)

Intensitas modal dilakukan untuk menghindari perpajakan. Hal ini karena

uyunjuedus

manajemen suatu perusahaan membeli aset tetap menggunakan dana mengganggur. Aset

ep

etap mengalami penyusutan pada setiap tahunnya. Dari aset tetap yang dibeli perusahaan

ggﬁuaw

kan 6enimbulkan beban penyusutan yang dapat mengurangi beban perpajakan perusahaan

ersebdt. Menurut Noor et al (2010), intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara aset

NS UBYIng

(%tetap Seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aset. Rasio ini dapat
ﬁmenggémbarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset
tetap.-Perusahaan memilih menginvestasikan dalam bentuk aset tetap karena dapat dijadikan
biaya @epresiasi sebagai biaya yang dapat dikurangkan. Pada akhirnya periode pembukuan,
bebampenyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

':Hubungan antara intensitas modal dengan praktek penghindaran pajak adalah

perusahaan dengan modal besar dan menginvestasikan dalam bentuk aset tetap maka akan
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memunculkan biaya penyusutan yang besar sehingga biaya penyusutan tersebut akan
menjadiy) pengurang penghasilan dan laba kena pajak perusahaan akan berkurang.
gBerdasarkan penelitian terdahulu, menemukan bahwa intensitas modal berpengaruh positif

pada penghindaran pajak (Adnyani, 2019). Namun dalam penelitian terdahulu menemukan

busw buele

béwaiintensitas modal berpengaruh negatif pada penghindaran pajak (Diani, 2019)

Rasio Profitabilitas adalah rasio yang digunakan sebagai menilai kemampuan
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Cp&;@jelaéan tingkat efektifitas manajemen pada suatu perusahaan (Kasmir, 2017). Semakin

o

e

oS

Q

Eti@gi brofitabilitas perusahaan maka menggambarkan bahwa perusahaan berjalan semakin

50 C

gb@. Erofitabilitas merupakan indikator baik buruknya perusahaan dalam mengelola

O Qa

—

“perusaRaan untuk menghasilkan laba.

Y ynd

sin

7Hubungan antara profitabilitas dengan praktek penghindaran pajak adalah dengan

w eduey 1ul

meningkatnya jumlah laba perusahaan maka besarnya nilai pajak juga akan meningkat. Hal

ueouoa

ini akah menimbulkan kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktek penghindaran

]

uin

opajak. —Berdasarkan penelitian terdahulu, menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh

ep u

“positif pada penghindaran pajak (Fenny, 2021). Namun dalam penelitian terdahulu

uaud

émenergukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif pada penghindaran pajak (Chantika,

ng

—

=

22018)

u

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan

Jagquwns

”besar‘kécilnya dari berbagai aspek, salah satunya adalah dengan besar kecilnya asset yang
dimilikr' (Ardyansah, 2014). Semakin besar ukuran satu perusahaan maka semakin menjadi
pusatgperhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manager
perusahaan untuk berlaku patuh atau menghindari dalam perpajakan.

%Hubungan antara Ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak adalah suatu

perusahaan yang memiliki nilai aset besar pasti akan mengeluarkan beban yang besar pula,
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salah satunya adalah beban pajak. Perusahaan akan menekan semua beban dengan tujuan
untuk (imendapatkan keuntungan yang besar. Pengeluaran dalam beban pajak perusahaan

gdisiasasti oleh manajemen dengan praktek penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian

q

pufsibunpunig

Struktur kepemilikan saham dalam perusahaan publik dapat dikelompokkan menjadi

d yéiitu pemegang saham perorangan atau pemegang saham institusi dan kepemilikan

as neje uelbe

% YN
Bie

buBbun

am: manajerial termasuk dalam pemegang saham yang dimiliki oleh ekskutif atau direktur

d gari demikian masuk dalam kategori pemegang saham perorangan (Waluyo, 2015).

eAJe

“Dengaf adanya pihak investor institusional secara langsung mencegah terjadinya konflik

Bl Iul sc]Jm

&

epent}ngan manajemen dalam upaya untuk melakukan penghindaran pajak. Tingkat

kepemilikan institusional yang tinggi cenderung menghindari terjadinya  praktik

eouawl edu

enghifdaran pajak. Hal ini karena fungsinya pemilik institusi untuk mengawasi dan

LUH%

A

amemastikan manajemen tetap patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Namun

o

%dengan adanya kepemilikan saham institusi, ketika melakukan tax planning dalam upaya

uaul

émenelgm beban pajaknya, persentase saham yang dimiliki pihak institusi dapat dimanfaatkan

ng

—

A

msebagzi penekan laba kena pajak perusahaan, karena dengan saham yang beredar atau

wns u

=dimiliks;” pinak institusi akan menghasilkan beban dividen. Beban dividen tersebut dapat

J9

”menjadi» pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.

Hubungan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak adalah
tinggimya kepemilikan institusi cenderung akan mengurangi praktik penghindaran pajak
dikarepakan fungsinya pemilik institusi untuk mengawasi serta memastikan manajemen

untukdaat terhadap aturan perpajakan. Berdasarkan penelitian terdahulu, menemukan bahwa

kepemilikan institusional berpengaruh positif pada penghindaran pajak (Cahyono, 2016).
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Namun dalam penelitian terdahulu menemukan bahwa kepemilikan institusional
berpengaruh negatif pada penghindaran pajak (Assyifayufi, 2021)

=Kompensasi kerugian fiskal merupakan celah pada UU No. 36/2008, Pasal 6 ayat 2

bye.eyq -y

entang; pajak penghasilan, bahwa perusahaan yang mengalami kerugian dalam satu tahun

busw

L=
periode-akuntansi akan menerima keringanan dalam pembayaran pajak. Kerugian tersebut

S o
Zda‘iéat dikompensasikan dalam lima tahun ke depan dan laba perusahaan dapat digunakan
%ur‘éuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Kompensasi kerugian dapat
%dléaanfaatkan sebagai penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki kompensasi
%kéuglan akan terhindar dari beban pajak yang tinggi.

> C

g% 7Hubungan antara kompensasi rugi fiskal dengan penghindaran pajak adalah
fﬂ(ompensam rugi fiskal dapat dimanfaatkan sebagai penghindaran pajak dikarenakan
ogi*perusahaan yang mendapat kompensasi kerugian akan terhindar dari beban pajak yang

inggi. =Berdasarkan penelitian terdahulu, menemukan bahwa kompensasi rugi fiskal

berperigaruh positif pada penghindaran pajak (Kabul, 2020). Namun dalam penelitian

wnigesusyy edy

cterdahtlu  menemukan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengarun negatif pada

ep u

“penghindaran pajak (Natalia, 2017)

7Kebijakan eksekutif perusahaan dapat dicerminkan dari tingkat resiko perusahaan

ang €rmasuk dalam kategori risk taking atau risk averse. Semakin besar risiko perusahaan

ggmnqa/(uaw

enugjikan eksekutif perusahaan tersebut sebagai risk taking, begitupun sebaliknya

?JSC%UDS

semakjh kecil risiko perusahaan menunjukan eksekutif perusahaan tersebut sebagai risk
averse.

Hubungan antara resiko perusahaan terhadap penghindaran pajak adalah jika
kebijakan manajemen dalam mengelola perusahaan berani mengambil resiko, maka

perusahaan dalam melakukan segala aktifitas perusahaan melalui pendanaan dari luar

perusahaan. Dengan demikian tingkat hutang perusahaan akan tinggi, sehingga beban pajak
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~ akan berkurang. Berdasarkan penelitian terdahulu, menemukan bahwa resiko perusahaan

berpengaruh positif pada penghindaran pajak (Rahadian, 2019).

; ‘Berdasarkan latar belakang serta fenomena yang terjadi, membuat penulis tertarik
guntuk Jnelakukan penelitian mengenai Tax Avoidance. Judul penelitian yang peneliti
élaéjka;l adalah “Pengaruh Leverage, Komite Audit, Intensitas Modal, dan Profitabilitas
S 9 7

?Dfe;;f adap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
%Iréonesm pada tahun 2017-2020”.

%Bjddentlﬂkam Masalah

g% ‘Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan di atas, maka
%xruéwusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

;"1. Apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

=2. Apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

3. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

| 5 Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

17.  Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

8. Apakah resiko perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

Heguns ueyingaAusw uep ueywniuesuasw eduey Ui sl
o

. Batasan Masalah
~Menyadari adanya keterbatasan penelitian, maka penulis membatasi identifikasi

masalah hanya pada masalah :

1. Apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
£2. Apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
=3. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

= 10
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D. Batasan Penelitian

@ntuk memudahkan penelitian dalam mengumpulkan data dikarenakan keterbatasan

: u
cdalam Wvaktu, tenaga dan dana maka penelitian ini hanya dibatasi pada:

s 2
“; ; 1. Berdasarkan aspek objek penelitian adalah Perusahaan Manufaktur.

o L =

“5 g ; 2. Berdasarkan aspek waktu penelitian yang diambil merupakan data dari
8o A periode 2017-2020.

g § § 3. Berdasarkan unit analisis, penulis melakukan analisis dengan menggunakan
2 § - data sekunder dari bei periode 2017-2020.

53 3

~ESRurpusan Masalah

¥ 8 S

g “ gBerdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang
Stelah (gbahas, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut “Apakah Pengaruh
iy =

= Q

8Lever§e, Komite Audit, Intensitas Modal, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance?”

2 =

a X ..

oF. TUJgan Penelitian

S o

% @Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin diperoleh dalam
Zpenelitian ini sebagai berikut:

=

Mengetahui apakah leverage mempengaruhi tax avoidance

o

Mengetahui apakah jumlah komite audit mempengaruhi tax avoidance

w

Mengetahui apakah intensitas modal mempengaruhi tax avoidance

:Jaquins ueyingaiuaw

>

Mengetahui apakah profitabilitas mempengaruhi tax avoidance

11
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G. Manfaat Penelitian

1.

N

buepun-buepun 1bunpuijig exdig ey

w

:19quins uexingakusw uep uexwnjuedsuaw eduey 1ul sijny eAdey ynan)as neje ueibeqas diynbusw bueseyig *|

g-t}ml

whiojul uep
2.
QD
=

@erdasarkan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain

ebaga&-berlkut

eidid

Perusahaan

w

a3|l penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam

E)%)l Iﬂi)lllI

enetukan kebijakan yang berkaitan dengan Leverage, Komite Audit, Intensitas

I%UI)

Modal, dan Profitabilitas terhadap tax avoidance.

enulls

Slusl

“Hasil penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait penghindaran

Peneliti yang akan datang

eyne

HaS|I penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti yang akan

atang saat melakukan penelitian dengan topik yang sama.

(19 uerny JImy
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